LEMBARAN DAERAH
KABRUPATEN BANYLUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUDATIAN ATAS PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PLEWAKILAN DESA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2004 SERI1:D

PERATURAN DAERAH EABUPATEN BANYUMAS
NOMOR | TAOUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUERAN DAERAH KABUFPATEN
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN
PERWAKILAN DESA

DEMGAN RAHMAL TUHAN YANG MAHA ESA
BLPATT BANYUMAS,

Mrenimbang  :©  a. babwa berdasarkan Paszl 72 Peramran Pemerintah
Nomor 76 Tabun 2000 teniang  Pedoman  Umum
Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan
Diaerah Kabupeten Banyumas Nomor 3 Tabun 2000
tentang Badan Perwakilan Desa perlu disesuiikan

b.  bahwa sehubucgan dengun bal €esebul diatas, periu
mengubah Peraturan Daerih Ezbupatzn Bany unas
Nomor 3 Talwm 2000 tenng Badan  Perwakilan
Dresa dengan Peraturan Draerah,

Mengingat I, Undapg-uodang Nomor 13 Tabunl350 temtang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaen Delam
Lingkutigan Propinsi Javwa Tengah;



2. Undang-undang Nowwor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintalan Taerah ([ embaran Nepara Tahun 1999
Nomor G0, Tambahan Lembaran Negarn Nomor
3839,

3. Peratiran Pemerintah Namor 76 Tahin 2001 tentang
Iedoman Urum Pengzaturan Mengenm Desa
(Lembaran Megara Tahun 2001 Momor 142,
Tambahan Lembaran Negas Nomor 41557

4. craturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 3
Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 6
Seri D).

Dengan Persefujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAMN DAERAH EKABUPATEN
RANYUIMAS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENIANG

BADAN FERWAKILAN DESA

Pasal I

A_ Pasal 2 diubah, sehingga sclengkapnya herbunyi sehagai herixut :

“m an

(11 Dalam rangks mowujudkan wahana demckrasi di Desa vang
berfungsi scbagal lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal
pelaksanaan peryelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di tiap
Desa dibentuk BPTY.

(2} Pemerintah Dacrah  memberikan bagtwan dana  untuk
pembenukan BPD sebagainan: dimaksud dalam ayat (1), sssuai
kemampuan keuangan Daerah.

Pada Pasal B aval (1) diubah, sehimgea selengkapnya berbunyi sebagal

berikut;

"Pasal 8"

{11 Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Desa ;

HE

Membantuk Panitla Pemilinan Kepala Desa vang terdiri dari
enggoin BPD, Pergurus Lembaga Kemasvarakntan Dosa,
1okoh Masverakal dan Unsur Peranzkat Desa;

Menetappkan Calon Kepala Dess terpihth dan
mengusulicannya kepads  Husati unmuk mendapatkan

pengesihan

Mengusulkan Pemberhentian Sementara atan
Peniberhentian Kepala Diesa kepudi Bupat;

Memberikan persetujuan pengangkatan dan penibethentian
Perzmgkat Desa, Sekretaris BPD dan Swf Sekretariar BPD,
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¢. Bersama-sama Pemerintah Desa menetapkan Peraluran
Deza dan Anggaran Pendapatan dan Delanja Desa;

. Melaksanakan Pengawasan erhadap Pelaksanaan Pemmuran
Desa, Anggaran Pendapan dan Belanja Desa serm
Kebijakan Pemerintah Desa lainnva;

g. Mcmberikan pendapat dan pertimbangan kepada
I'emerintah Desz fentang  kebijakan yang menyangkut
kepentingan masvarakat Desa;

h. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakar.

Pada Pasal 23 setelah ayar (2) ditambah "ayat (3) baru" yany
berbunyi sehagai berikut

"Pasal 23"

"(37  Untuk menunjang kegiian Badan Perwakilan Desa dalam
penvelenpgaaan Pemerintuhan Desa, Pemerinah Daerah
memberikan bantuan sesoai dengan kemampuan keuangan
Dvaeral ™

Fasal 27 diubah. sching ga selengkapnya berbunyi schagai berikut ;
"Pasal 27"

Paling singkat 30 ( tigapuluh ) hari setelah anggota BPD berhenti,

augpota BPD pengganti antar waktu harus segers diusulkan oleh

pimpinan BPD) kepada Bupati unik mecdapat peogesahan dan
dilantik oleh Camat atas nama Bupati

E. Pacal 28 ditambah | (satu) ayat baru, vaitu avat (4} yang berhunyi
sebagai beriku :

"Pasal 28"

{4) Dalam waktu 30 ( tga puluh ) ban setelah pemilihan jabatan
Pimpinan BPD antar wakw dilaksanakon, maka Pimpinan
EPD segera melaporkan kepads Bupati untuk disabkan dan
dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal LI
Peraturan Dacrah im mulai berlakn pada tang g2l dinndangkan

Agar setiop orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Persturan Daerah i dengan pensmpataniya Jalam
Lzmbaran Daerah Kabuparen Banyumas.

Ditetapkan di Purwokero
pada tanpgal 14 Tanmari 2004
BUPATI BANYUMAS
tid.
ARISSETICNO

Divndangkan di Purwnkerto
Pad tanggal 20 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Peiaksana ‘[ugas,
1l

IMAM DURORI
Wakil Bupali

LEMBARAN DALRAH KARUPATEN BEANYUMASNOMOR 1 SERID
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PENJELASAN
ATAS
PEREATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
MNOMOR 3 TAITUN ZINM)

TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA
PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Pemturan Pemerimtah Nomor 76
Tehwm 2001 (entang Pedoman Umom Pengaturan Mengenal Desa,
dischutkan hahwa "Peraturan Dacrah mengenal Desa diadakan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. "

Bahwa salah sa Peraruran Daerah Kabupatan Banyumas
yang mengztur mengenzi Desa yang perlu diadakan penyesuaian
cengan Peraturan Pemermtah Momor 76 T:Ih-l.l-ﬂ 201 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa, - adalah Perptunin  Dacrab
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tafun 2000 tentang Badan Perwakilar
Desa.

Peraturan Doerah Knbupaten Banyumas Nomor 1 Tahur
2004 tentang Perubahun Atas Peraturan Daerih Kabupaten Bamyums
MNomer 3 Tahun 2000 tentang Dadan Perwakilan Desa, merupakan
penyempurnaan yvang disesuaikan dengan PP Momor 75 Tahun 2001
tentang Pedoman Ummm Penganian Mengenai Desa

f

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
A. Pasal2

B Pasal 8 hurufa s/d hurefe
- Pasal 8 urof d

. Culup Jelas.

: Cukup Jelas

: Yang dimaksud dengan
persetujuan WP} adalah
Persetujuan terulis duri Pimpinan
BPD dalam rangks penganghatan
Perangkat Desa ! Staf Sekretariat,
sedangken untuk
Pemberhentiannye dilakukan atas
persetujuan BFD secarn
kelembagaan

- Pasal 8 burufe sid hurufh: Cukup jelas.

Pasal 23
. Pasal27
Pasal 28

M0

Pasal TT

: Cukup jelas.
: Cukup jeles.
: Cukup jelas.

- Cukupjelas.



